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Sidang Kode Etik Profesi Polri.
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BABI ;>P
S&» /,PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penangkapan yang tidak sah sudah lama terjadi bahkan pada tahun 1982 

sudah pernah terjadi dan diajukan praperadilan dengan Nomor putusan No. : 

06/1982/Pra.Per. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang diambil dari buku yang 

berjudul Praperadilan Dalam Praktek karangan Otto Comelis Kaligis, dkk.1 Pihak 

Pemohon terdiri dari Billy Yani Lesmana sebagai Pemohon I, The Tiong Eng sebagai 

Pemohon II, Jumari sebagai Pemohon III, Sabar sebagai Pemohon IV, dan Wagio 

sebagai Pemohon V, serta Pihak Termohon adalah KOMANDO RESORT

KEPOLISIAN METRO (KORES METRO) 702 Jakarta Utara.

Alasan diajukan permohonan praperadilan adalah :

Pemohon 1, Pemohon 11, Pemohon 111, Pemohon IV, dan Pemohon V1.

telah ditangkap di tempat bekerjanya di Jalan C Blok C, Lokasi PT. 

Agung Podomoro pada tanggal 14 Agustus 1982, sekitar jam 18.50 oleh 

KORES 702 Jakarta Utara tanpa memperlihatkan/memberikan surat

Otto Comelis Kaligis, Rusdi Nurima, Denny Kailimang, Praperadilan Dalam Praktek 
Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 58-104.

1



2

perintah penangkapan telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (3) 

KUHAP;2

2. Pasal 19 KUHAP, penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu 

hari (24 jam) tetapi setelah jangka waktu tersebut, Pihak Termohon belum 

melepaskan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan 

Pemohon V dan tidak meberikan tembusan surat perintah penahanan pada 

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V 

ataupun keluarganya;

3. Penangkapan dan penahanan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang 

cukup;

4. Akibat penangkapan dan penahan dari tanggal 14 Agustus 1982 

sampaidengan tanggal 16 Agustus 1982, maka sewajarnya Pemohon I, 

Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V menuntut ganti 

rugi karena kebebasannya dirampas dan tidak dapat melakukan pekerjaan 

selama mereka ditangkap dan ditahan masing-masing sebesar :

a. Rp 100.000,- untuk Pemohon I Billy Yani Lesmana;

b. Rp 50.000,- untuk Pemohon II The Tiong Eng;

c. Rp 25.000,- untuk Pemohon III Jumari;

Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Kitab UU Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 
R I. No* 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3209, merumuskan bahwa 
“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia 
dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan 
yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat 
perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa ”, dan ayat (3) merumuskan bahwa 
“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan 
kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan
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3

d. Rp 25.000,- untuk Pemohon IVSabar;

e. Rp 25.000,- untuk Pemohon V Wagio.

5. Pada saat yang sama Termohon telah menyita dan membawa mobil mobil 

Jeep Daihatsu warna cokelat No. Pol. B 2606 FS dinas Pemohon I Billy 

Yani Lesmana dengan paksa serta kekerasan meruskakkan kaca mobil 

melanggar Pasal 38 jo Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Pihak Termohon dipersidangan mengajukan surat tugas tertanggal 26 Agustus 

1982 No.Pol SPRIN-TP/138/VIII/1982/702 tercantum yang mewakili Termohon 

adalah Serma Rodin IS., dan surat tugas tertanggal 27 Agustus 1982 No. Pol SPRIN- 

TP/ 140/VIII/1982/702 tercantum yang mewakili Termohon adalah Lettu Pol. Thohir. 

Pihak Termohon mengatakan walaupun memang benar tanggal 14 Agustus 1982 jam

18.50 Wib telah melakukan penangkapan Para Pemohon.

Namun hal itu dilakukan untuk menghindari kerusuhan yang mungkin akan 

terjadi akibat dari perusakan terhadap Jl. C dengan cara menggunakan derek untuk 

mengangkat deker-deker/bis yang ada pada Jl. C, tindakan tersebut dapat memancing 

kemarahan warga setempat yang dapat berakibat kerusuhan, karena alasan itulah 

pihak Termohon membawa para Pemohon ke kantor polisi untuk melindungi 

keselamatan para Pemohon.

Bahwa tidak benar jika mobil Jeep Daihatsu warna cokelat No. Pol. B 2606 

FS disita, karena mobil tersebut dikendarai sendiri oleh salah satu Pemohonon ke 

kantor polisi dan saat para Pemohon keluar dari kantor polisi mobil Jeep Daihatsu 

wama cokelat No. Pol. B 2606 FS tersebut langsung dibawak pulang.



4

Kesimpulannya hakim praperadilan memutuskan :

Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan Kores Metro 

702 Jakarta Utara terhadap Billy Yani Lesmana, The Tiong Eng, Jumari, 

Sabar, Wagio adalah tidak sah;

1.

Menyatakan tidak terbukti terjadi penyitaan atas Mobil Jib Daihatsu 

Warna Cokelat No. Pol. B 2606 FS;

2.

Menyatakan permohonan tuntutan ganti rugi para Pemohon dapat 

diterima, karena penangkapan dan penahanan dilaksanakan tanpa alasan,

3.

sebesar : Rp 50.000,- untuk Pemohon Billy Yani Lesmana; Rp 25.000

untuk Pemohon The Tiong Eng; Rp 20.000,- untuk Pemohon Jumari; Rp

20.000,- untuk Pemohon Sabar; Rp 20.000,- untuk Pemohon Wagio.

Mochamad Chaerudin juga menjadi korban penangkapan dan penahanan yang 

tidak sah, mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana yang tertuang dalam 

Putusan Praperadilan No. 04/JS/Pra/1982, tanggal 21 September 1982.3 Beberapa 

alasan Mochamad Chaerudin mengajukan praperadilan, yaitu sebagai berikut :4

1. Pemohon telah ditangkap dari rumahnya di Jl. K.H. Muhasyim No. 25 Rt. 
005/06, Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan, pada tanggal 18 Juli 1982 
sekitar jam 21.00 WIB oleh petugas KEPOLISIAN KODAK VII 
METRO JAYA, bernama : Kapt. Pol. Sajugo dan Peltu. Pol. Untung S. 
Dengan tuduhan pencurian;

Otto Comelis Kaligis, Rusdi Nurima, Denny Kailimang, Praperadilan Dalam Praktek, 
Op.Cit., hlm. 139-161.

4 Ibid.
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2. Pada waktu penangkapan Pemohon hanya diperlihatkan memo perintah 
penangkapan dari KODAK VII METRO JAYA bertanggal 13 Juli 1982 
No. 426/VII/82, tanpa memberikan tembusan surat perintah penangkapan 
kepada Pemohon ataupun ke keluarga Pemohon, telah melanggar Pasal 18 
ayat (1) dan (3) KUHAP;

3. Pada tanggal 18 Agustus 1982, dalam rangka pengurusan tahanan luar 
terhadap diri Pemohon di KODAK VII METRO JAYA oleh Kapt. Pol. 
Sajugo telah menyodorkan kepada isteri Pemohon surat perintah 
penangkapan tertanggal 14 Juli 1982 No. Pol. SPRIN/592/VII/1982/Dit 
Serse, untuk ditandatangani oleh isteri Pemohon dan diharuskan menulis 
tanggal 18 Juli 1982, hal ini ditolah oleh isteri Pemohon tetapi tetap 
dipaksa oleh Kapt. Pol. Sajugo, hal ini disaksikan oleh Sdr. Eddy Chandra 
dan Sdr. Jumilah;

4. Bahwa tembusan surat perintah penahanan tidak pernah diberikan kepada 
Pemohon ataupun keluarga Pemohon, melanggar Pasal 21 ayat (3) 
KUHAP;

5. Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan Pemohon, tidak 
didasari oleh bukti-bukti permulaan yang cukup telah melanggar Pasal 17 
KUHAP jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

6. Bahwa penangkapan dan penahanan tersebut sudah terbukti melanggar 
Pasal 17 KUHAP jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP, karena pihak 
KEPOLISIAN KODAK VII METRO JAYA masih mencari bukti-bukti 
yaitu dengan cara membawa Permohonan keluar tahanan (di Bon) untuk 
dipertemukan dengan Pelapor dan isteri Pelapor di rumah Pelapor, isteri 
Pelapor turut mengintrogasi Pemohon kemudian bersama-sama ke rumah 
Pelapor untuk menggeledah rumah Pemohon.

Selanjutnya Pemohon mengharapkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon 

dilakukan oleh KEPOLISIAN KODAK VII METRO JAYA adalah tidah 

sah dan bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP, Pasal 18 KUHAP, dan 

Pasal 21 KUHAP; dan

2. Menyatakan membebaskan Pemohon dari tahanan sementara.

KEPALA DIREKTORAT RESERSE KODAK VII METRO JAYA,

dikuasakan kepada LETKOL POL. R. M. HARAHAP SH„ selanjutnya disebut

yang

yang
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Termohon, membantah beberapa alasan-alasan Pemohon mengajukan praperadilan 

bahwa walaupun Termohon ditangkap di rumahnya dengan alasan diduga keras 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, seperti yang 

diatur dan diancam menurut Pasal 362 KUHP.

Termohon tidak membenarkan jika saat penangkapan Termohon hanya 

diperlihatkan memo penangkapan karena petugas juga memperlihatkan surat perintah 

penangkapan kepada Pemohon kemudian diperlihatkan kepada isterinya Pemohon, 

hal itu terbukti dengan adanya tanda tangan isteri Pemohon dibalik surat perintah 

penangkapan.

Termohon membenarkan jika isteri Pemohon diharuskan menulis tanggal 18 

Juli 1982 atas penerimaan surat perintah penangkapan, karena menurut Termohon 

pengertian kata segera dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP adalah relatif, karena tidak 

ada ketentuan yang pasti berapa hari setelah penangkapan surat itu diberikan kepada 

keluarga tapi dianjurkan sebaiknya jangan lewat 3 hari setelah penangkapan.

Bahwa penangkapan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan, diduga keras 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup seperti yang diatur dan 

diancam dalam Pasal 362 KUHP. Termohon berwenang untuk melakukan penahanan 

berdasarkan Pasal 20 ayat (1) KUHAP. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 4a KUHAP 

maka Pasal 362 KUHP adalah tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan karena 

diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHAP 

telah disampaikan kepada Pemohon surat perintah penahanan.
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kewenangan penyelidik telah terangkum dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1981

8KUHAP.

Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana, serta dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap 

penyidikan.9 Agar tujuan penyelidikan tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana 

maka sebelum melakukan kegiatan penyelidik terlebih dahulu disusun suatu 

penyelidikan, selanjutnya semua kegiatan harus mengacu kepada rencana yang telah 

disusun agar terarah dan terkendali dengan baik.10 Rencana penyelidikan tersebut 

harus memuat tentang :*1

1. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan, tempat, 
dan lain-lain).

2. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang 
bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).

3. Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut (terbuka, tertutup, 
wawancara, introgasi, pemotretan, dan sebagainya).

4. Petugas pelaksana.
5. Batas waktu kegiatan.

Setelah mengetahui peristiwa/tindak pidana apa yang sebenarnya terjadi, 

penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan untuk 

selanjutnya akan menjadi dasar permulaan tahap penyidikan.12 Berdasarkan Pasal 1 

butir 2 KUHAP, pada tahap inilah penyidik mencari bukti-bukti yang dengan bukti

rencana

8 Lembaran Negara R.l. No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209 
Pasal 1 butir 5 UU No. 8 Tahun 1981 Kitab UU Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 

R.L No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.
Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Cetakan ke-1, Bandung: 

Bandar Maju, 2001, hlm. 34.
11 IbicL, hlm. 35.

Pasal 5 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 Kitab UU Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 
R.l. No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.
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tersebut akan membuat lebih jelas tentang tindak pidana yang terjadi guna

13menemukan tersangkanya.

Menurut Rusli Muhammad tujuan dalam melakukan penyidikan terhadap 

tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan berupa:14

a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi;
b. Waktu tindak pidana dilakukan;
c. Tempat terjadinya tindak pidana;
d. Dengan apa tindak pidana dilakukan;
e. Alasan dilakukannya tindak pidana;
f. Pelaku tindak pidana.

Sebelum penyidik melakukan penangkapan, penyidik wajib melakukan gelar 

perkara (briefmg) untuk berdiskusi membahas kegiatan penangkapan termasuk 

menilai resiko yang mungkin berdasarkan informasi, dan mendapatkan cara untuk 

meminimalisir resiko yang mungkin terjadi serta melaporkan kepada atasan Penyidik 

kegiatan penangkapan yang akan dilakukan.15

Penyidik juga harus mempertimbangkan persesuaian alat bukti, hasil

penyelidikan yang dianalisis dan menyimpulkan bahwa seseorang adalah

13 Pasal 1 butir (2) UU No. 8 Tahun 1981 Kitab UU Hukum Acara Pidana, L.N.R.I. No. 76 
Tahun 1981, T.L.N. No. 3209, merumuskan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam 
hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadan guna menemukan 
tersangkanya

14 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Cetakan ke-1, Yogyakarta: PT. 
Citra AdityaBakti, 2007, hlm. 58*60.

'S SOP PENANGKAPAN DIT RESKR1MSUS POLDA SUMSEL,
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=sop%20dilakukannya%20penangkapan&source=web&cd 
=2&cad=ija&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fhumas.polri.go.id%2Fdms%2FSetiapSaat%2 
FSOP%2520PENANGKAPAN%2520DIT%2520RESKRIMSUS%2520POLDA%2520SUMSEL pdf 
&ei=S6-LUanHPIXIrQeUzoCQAw&usg=AFQjCNHfBusn4KgEoD_RQxmsOqewmatOrQ, diakses
pada tanggal 9 Mei 2013.

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=sop%20dilakukannya%20penangkapan&source=web&cd
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tersangkanya dan perlu dilakukan upaya paksa atau penangkapan (syarat materil yang 

harus dipenuhi).16

Penangkapan bersifat kondisional, artinya harus dipenuhi syarat-syarat yang

ditentukan KUHAP barulah penangkapan dapat dilakukan.17 Syarat-syarat tersebut

dirumuskan dalam UUNo. 8 Tahun 1981 :

Penangkapan dilakukan setelah memiliki suatu bukti permulaan yang 
cukup, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan 
(Pasal 1 butir 20 KUHAP);
Penangkapan dilaksanakan dengan surat perintah penangkapan yang 
ditandatangani oleh kepala kesatuan atau instansi misalnya Kapolwil, 
Kapolres atau Kapolsek (Pasal 18 ayat (1) KUHAP);
Penangkapan dilakukan terhadap tersangka pelaku pelanggaran yang 
mangkir dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah saat dipanggil oleh 
penyidik (Pasal 19 ayat (2) KUHAP)18;
Petugas pelaksana wajib membuat berita acara penangkapan setelah 
dilakukan penangkapan (Pasal 75 ayat (2) KUHAP); dan 
Selambat-lambatnya penangkapan dilakukan selama satu hari. Tujuannya 
agar mendapat kejelasan status orang yang ditangkap, apakah tersangka 
selanjutnya ditahan, dikenakan sanksi wajib lapor atau pun dilepaskan. 
Bila pejabat yang berwenang menangkap seseorang lewat dari sehari 
maka dapat dikategorikan pejabat tersebut telah melakukan tindakan 
sewenang-wenang (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

Pasal 17 KUHAP merumuskan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan 

terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup ”.

1.

2.

3.

4.

5.

l6Ibid
17 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat di Pengadilan), 

Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013, hlm. 44.
Pasal 1 butir 14 KUHAP merumuskan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya 

atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
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Ketentuan di atas menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan 

dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang

melakukan tindak pidana.19

Dipahami bahwa penangkapan dan penahanan ini mempunyai fungsi prevensi 

general (pencegahan umum), akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi 

kesalahan dalam proses penangkapan dan penahanan sehingga terjadi penangkapan 

yang tidak sah.20

betul-betul

(T ji .
Seseorang baru dianggap bersalah melakukan tinda|c itoela|ui

Z t
kekuatan hukum tetap, asas

XK r,*'
dikenal sebagai asas praduga tak bersalah (presumption o f ilmocericeY,

suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai ini

i yang

dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman,22 menegaskan bahwa setiap orang yang dipersangkakan, ditangkap, 

ditahan, dituntut, ataupun dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak 

bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan 

kesalahannya.

Aparat penegak hukum dalam menggunakan alat pemaksa yang berupa 

penangkapan dan/atau penahanan ini, haruslah terlebih dahulu dilandasi oleh 

keyakinan adanya asas presumption of guil (praduga bersalah), artinya bahwa

S. Tanusubroto, Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana, Banduns: PT. 
Alumni, 1983, hlm. 41.

2° Syarifuddin Pettanasse, Hukum Acara Pidana, Bandung: Angkasa, 2010, hlm. 85.
Ott° Comelis Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan 

Terpidana, Edisi Pertama, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 118-119.
22 Lembaran Negara R.I. No. 159 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RJ. No. 5076.
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sebelum aparat penegak hukum itu menentukan sikapnya menahan tersangka, terlebih

dahulu harus berusaha mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga

23betul-betul timbul keyakinan akan kesalahan tersangka.

Apabila masih ada keragu-raguan tentang kesalahan tersangka tersebut maka 

harus dipilih tindakan yang meringankan, ialah tidak menahan tersangka, hal itu 

sesuai dengan apa yang dikenal di bidang hukum sebagai asas in de bio pro reo.

Orang yang belum dinyatakan bersalah, maka tersangka/terdakwa itu berhak 

untuk mendapat hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh 

pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu tentang apa 

yang disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, hak untuk

menyiapkan pembelaan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk
'y c

mendapatkan kunjungan keluarganya.

Seseorang ditangkap secara sah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perintah penangkapan dapat dilakukan dengan adanya bukti permulaan 
yang cukup hanya terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak 
pidana, untuk kepentingan penyelidikan atas perintah penyidik dan untuk 
kepentingan penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik dan penyidik 
pembantu (Pasal 16 KUHAP dan Pasal 17 KUHAP).

.2. Penangkapan dilaksanakan oleh polisi dengan memperlihatkan surat tugas 
yang menyebutkan identitas tersangka dan alasan penangkapan serta 
uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia 
akan diperiksa, selanjutnya surat tersebut harus segera diberikan kepada 
tersangka dan keluarganya (Pasal 18 KUHAP).

3. Penangkapan dilakukan paling lama satu hari, sedangkan terhadap 
tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam

23 Syarifuddin Pettanasse, Op.Cit., hlm. 85.
2AIbid.
25 S. Tanusubroto, Op.Cit., hlm. 72-73.
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hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut namun tidak 
memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Pasal 19 KUHAP).

Apabila orang yang dikenakan penangkapan dan/atau penahanan, dan orang 

tersebut berpendapat bahwa penangkapan/penahanannya dilakukan secara tidak sah, 

yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU maka tersangka/terdakwa 

atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan seperti penasihat hukum dapat

oleh hakim tentang sahnya 

penangkapan/penahanan atas dirinya (tersangka) tersebut, pemeriksaan tersebut 

menurut Hukum Acara Pidana dilakukan oleh pengadilan yang dalam KUHAP 

dikenal dengan Praperadilan.26

meminta pemeriksaan dan putusan

Sidang praperadilan hanyalah memeriksa mengenai masalah formil dari suatu 

tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.27 Proses praperadilan 

tersebut akan menghasilkan diantara dua putusan, yaitu: Pertama, mengabulkan 

permohonan dan menyatakan penangkapan/ penahanan yang dilakukan aparatur 

tersebut tidak sah. Kedua, jika terbukti bersalah maka tersangka tidak akan 

dibebaskan, dan akan melanjutkan perkara ke proses Sistem Peradilan Pidana (SPP) 

selanjutnya.

Berdasarkan yang telah Penulis uraikan di atas, maka Penulis merumuskan 

judul pembahasan dalam skripsi ini adalah : “Akibat Hukum Penangkapan Tidak Sah 

Yang Dilakukan Penyidik Polisi”.

76 Faisal Salam, Op.Cit., hlm. 14.
.... ., ‘7 Da™an Prinst’ Hukum Acara Pidana Dalam Praktik; Cetakan ke-3, Jakarta: Djambatan, 
2002, hlm. 199.
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Perumusan MasalahB.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak mengangkat permasalah

mengenai:

1. Bagaimana akibat hukum penangkapan tidak sah yang dilakukan

Penyidik Polisi?

2. Bagaimana prosedur pemberian sanksi kepada penyidik polisi yang

melakukan penangkapan tidak sah ?

3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban

penangkapan tidak sah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis :

Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum dari penangkapan tidak 

sah yang dilakukan penyidik polisi;

1.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pemberian sanksi kepada 

oknum polisi yang melakukan penangkapan tidak sah;

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang 

akan diberikan kepada korban penangkapan tidak sah.
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D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini sangat diharapkan memiliki manfaat, dan kegunaan. Manfaat 

yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi 

dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan pengetahuan 

tentang akibat hukum dari penangkapan tidak sah yang dilakukan 

oleh penyidik polisi;

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi 

dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan pengetahuan 

tentang prosedur pemberian sanksi kepada penyidik polisi yang 

melakukan penangkapan tidak sah;

c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi

dan masyarakat umum berkaitan dengan pengetahuan tentang

perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penangkapan

tidak sah.

Manfaat Praktis2.

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 

oknum polisi agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya 

agar tidak terjadi penangkapan yang tidak sah.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 

aparatur kepolisian dan kalangan akademisi mengenai prosedur
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pemberian sanksi kapada polisi yang melakukan penangkapan tidak

sah;

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

kalangan akademisi dan masyarakat umum mengenai hak-hak yang 

akan diberikan kepada korban penangkapan tidak sah agar tetap 

terpenuhi.

Kerangka TeoriE.

1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Teori pertanggung jawaban pidana terbagi menjadi dua aliran, yaitu
oo

sebagai berikut:

a) Aliran Monistik
(1) Tindak Pidana merupakan keseluruhan syarat pemidanaan;
(2) Menyatukan unsur objektif (patut dipidananya perbuatan) dan 

unsur subjektif (patut dipidanannya orang);
(3) Pidana sama dengan tindak pidana;
(4) Tindak pidana meliputi:

a. Memenuhi UU;
b. Bersifat melawan hukum;
c. Adanya kemampuan bertanggungjawab; dan
d. Dolus/culpa.

b) Aliran Dualistis
(1) Tindak pidana sebagian dari syarat pemidanaan;
(2) Memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana 

(kesalahan);
(3) Tindak pidana hanya sebagai unsur objektif/lahiriah;
(4) Pidana sama dengan tindak pidana ditambah dengan 

pertanggungjawaban pidana (kesalahan);

28 Rasyid Ariman & Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Palembang: - ,2011, hlm. 177.
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(5) Tindak pidana meliputi :
a. Merupakan suatu perbuatan;
b. Perbuatan tersebut memenuhi UU;
c. Bersifat melawan hukum.

(6) Pertanggungjawaban pidana meliputi :
a. Kemampuan Bertanggungjawab (KBJ);
b. Dolus/Culpa;
c. Tidak ada alasan pembenar.

Artinya seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana dapat 

dimintakan pertanggung jawaban pidana jika berdasarkan bukti yang cukup 

terbukti melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum dan telah diatur

dalam UU, dan orang tersebut tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf

sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Teori Perlindungan Hukum2.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap 

subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif 

(pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik dalam bentuk 

tertulis maupun tidak tertulis.29 Sehingga perlindungan hukum sebagai suatu 

gambaran dari fungsi hukum sebagai konsep dimana hukum dapat 

memberikan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan dan 

kedamaian.30

Definisi/Pengertian Perlindungan Hukum, http://www.edukasiana.net/9n 11/02/peneertian- 
perlindungan-hukum.html. diakses pada tanggal 22 Juli 2013 

30 Ibid.

http://www.eduka
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Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 

dua hal, yakni :31

a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum 
kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau 
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 
yang definitif; dan

b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum 
dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.

Jika dikaitkan dengan penangkapan tidak sah yang dilakukan oleh 

aparatur kepolisian, maka perlindungan hukum bagi korban penangapan yang 

tidak sah adalah bahwa mereka berhak untuk mendapat hak-hak seperti hak 

untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat 

putusan seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu tentang apa yang 

disangkakan/didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti, hak 

untuk menyiapkan pembelaan dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum 

serta hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.32

Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan 

kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan 

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada 

Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.33

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan agar tindakan aparatur 

kepolisian lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan

31 Perlindungan Hukum, http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html. diakses pada 
tanggal 22 Juli 2013.

32 S. Tanusubroto, Op.Cit., hlm. 72-73.
33 Ibid
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diskresi (kebebasan mengambil keputusan dalam mengatasi situasi yang 

dihadapi). Sehingga aparatur kepolisian tidak sewenang-wenang mengambil 

keputusan untuk menangkap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak

pidana.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan agar dalam penanganan 

suatu permasalahan dalam melakukan penangkapan tidak sah yang dilanjutkan 

ke lembaga peradilan tetap memperhatikan hak-hak asasi korban salah 

tangkap untuk tetap terlindungi dan dapat menuntut pemenuhan hak-hak

asasinya.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan 

beberapa cara, yaitu dengan cara :34

a. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan atau 
wewenang yang ada pada badan/pejabat tata usaha negara yang 
dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkannya. Kewenangan 
atribusi diperoleh karena kedudukan jabatannya atau dapat 
dikatakan kewenangan yang diperoleh langsung dari UU.

b. Delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan 
yang ada. Misalnya pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah untuk membuat perda. Tanggung 
jawabnya juga beralih kepada yang menerima pengalihan 
kewenangan tersebut.

c. Mandat adalah pemberian wewenang dengan tidak adanya 
pengakuan wewenang atau pengalih tanganan wewenang, hanya 
menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai.

34 Philipus M. Hadjon. Hukum Administrasi Negara, Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada, 
1994, hlm. 130-131.
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Kewenangan tersebut diperoleh karena diberikan wewenang untuk 
melaksanakan tugas atas nama si pemberi mandat, namun tanggung 
jawabnya tetap melekat pada si pemberi mandat.

Berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU Kepolisian No. 2 Tahun '2002

merumuskan bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

berdasarkan UUanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

memiliki wewenang umum Kepolisian. Artinya kewenangan yang dimiliki 

penyidik polisi untuk melaksanakan tugas-tugasnya termasuk dalam 

kewenangan atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan 

berdasarkan UU yang mengaturnya.

Polisi sebagai penegak hukum harus bertindak berdasarkan 

kewenangan, yaitu kewenangan atribusi, memiliki wewenang untuk

melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan,

penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab 

selanjutnya, bahwa sebenarnya dalam pelaksanaan tugas jabatannya, 

penangkapan yang dilakukan oleh polisi tanpa adanya kewenangan berarti 

telah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan hukum. Kesalahan yang 

terjadi dapat disebabkan karena tidak adanya kewenangan untuk menangkap 

orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau pun dikarenakan proses 

penangkapan yang tidak sesuai dengan aturan penangkapan dalam KUHAP 

maupun SOP Penangkapan DIT Reskrimus Polda.
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Metode PenelitianF.

1. Metode Pendekatanan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang 

didukung dengan wawancara. Jadi penulis akan menggunakan bahan-bahan 

yang ada di dalam buku sebagai acuan dari pokok permasalahan penangkapan 

tidak sah dan dipertegas/diperjelas dengan adanya penelitian lapangan seperti 

melakukan wawancara.

Sumber Bahan Hukum2.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua,

yaitu :

a. Bahan Primer

Bahan primer dalam penelitian ini sebagai bahan pendukung 

penelitian untuk penulisan skripsi ini. Bahan primer didapat dengan cara 

mendatangi langsung tempat subjek penelitian untuk memperoleh apa 

yang dikehendaki, yaitu melalui wawancara kepada Direktorat Reserse 

Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan dan Pengadilan Negeri Kelas 

IA Palembang dengan melakukan tanya jawab secara langsung (lisan).
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b. Bahan sekunder

Dalam penelitian ini bahan sekunder merupakan bahan pokok yang 

diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang 

terdiri dari:

1) Bahan hukum primer terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD) 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab 

Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Penjelasan Pelaksanaan KUHAP jo. PP RI No. 58 Tahun 

2010 tentang Perubahan atas PP RI No. 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan KUHAP;

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman;

g) SOP PENANGKAPAN DIT RESKR1MSUS POLDA

SUMSEL Tahun 2011;
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Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai perubahan 

dari Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009.

h)

0

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer. Meliputi jurnal-jurnal hukum, buku-buku

referensi hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil

penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus 

Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain

sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan dan Metode Wawancara

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang didukung dengan
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lisan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.

wawancara secara

Metode wawancara yang dilakukan untuk membahas permasalahan pada 

skripsi ini yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara, yang terlebih 

dahulu dibuat susunan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

4. Analisis Bahan Penelitian dan Penarikan Kesimpulan

Dari bahan yang dikumpulkan dari bahan sekunder dalam penelitian ini

akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan

dan menggambarkan keadaan tertentu dari permasalahan yang ada kemudian 

ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang akan diteliti. 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara dedukatif yaitu penarikan kesimpulan 

yang bertolak dari suatu proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui 

dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.
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